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ABSTRACT
ABSTRAK AQLI AULIA, 2018 PERTIMBANGAN  PEMIDANAAN  DALAM KASUS  MENYEBARKAN  BERITA 
BOHONG MELALUI  MEDIA  ELEKTRONIK  DI  WILAYAH  HUKUM  PENGADILAN  NEGERI BANDA ACEH Fakultas
Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,57),pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan  bahwa â€œSetiap orang dengan
sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam 
Transaksi  Elektronik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)
 tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).â€•.  Namun  kenyataannya,  dalam  2  kasus 
menyebarkan  berita  bohong  melalui media  elektronik  yang  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh
terdapat perbedaan dalam putusan hakim dan penanggulangannya terdapat hambatan. Tujuan  penulisan  skripsi  ini  untuk 
menjelaskan  pertimbangan  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  menyebarkan  berita  bohong
melalui  media  elektronik,  hambatan  dan  upaya  penanggulangan  tindak  pidana menyebarkan berita bohong melalui media
elektronik. Data  skripsi  ini  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan  dan  penelitian kepustakaan.  Penelitian  lapangan  dilakukan 
untuk  memperoleh  data  primer  dengan cara  mewawancarai  responden  dan  informan.  Sedangkan  penelitian  kepustakaan 
dilakukan  untuk  memperoleh  data  sekunder  dengan  cara  mempelajari  peraturan perundang-undangan, buku-buku dan
tulisan-tulisan ilmiah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana  terhadap  pelaku  yaitu
 pertimbangan  yuridis  (Surat  Dakwaan,  Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa,  Barang Bukti  dan Pasal-Pasal dalam
Peraturan Hukum Pidana)  dan  Pertimbangan  non-yuridis  (hal-hal  yang  memberatkan  dan  hal-hal  yang meringankan). 
Hambatan  dalam  penanggulangannya  adalah  pelaku  menggunakan identitas palsu, sulit untuk membuka rekening pelaku karena
terhambat birokrasi bank, koordinasi pihak penyidik kepolisian dengan operarator seluler  masih kurang,  jumlah personil  penyidik 
terbatas,  alat  digital  forensik  terbatas  dan  pemanggilan  saksi  ahli menghabiskan  banyak  waktu.  Upaya  dalam 
penanggulangannya  dapat  dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu  upaya preventif (sosialisasi  Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik) dan upaya represif (memberikan sanksi pidana).Disarankan  kepada  Hakim  Pengadilan  Negeri  Banda 
Aceh  agar  dapat memberikan  hukuman  yang  setimpal  terhadap  pelaku  tindak  pidana  menyebarkan berita  bohong  melalui 
media  elektronik  dan  Polresta  Banda  Aceh  untuk  lebih meningkatkan upaya-upaya pencegahan  dalam menanggulangi  tindak
pidana  tersebut serta  diharapkan  kepada  masyarakat  agar  lebih  bijak  dalam  menggunakan  media sosial.
